WALIKOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang berisi
berbagai asumsi makro ekonomi meliputi pendapatan, belanja
serta pembiayaan daerah yang disusun berdasarkan atas
kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah, partisipasi masyarakat, tertib
dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan
serta dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui suatu proses
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan perkembangan dan mekanisme yang ada
serta kemampuan keuangan daerah perlu untuk melakukan
rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam
suatu mekanisme penyusunan Anggaran serta asistensi
Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota
Tarakan Tahun 2020;

c. bahwa dalam upaya melakukan rasionalisasi terhadap
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 perlu adanya pokok-pokok kebijakan
sebagai petunjuk dan arah dalam penyusunan, pembahasan
dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
oleh Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun
Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan,;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;




10.

13,

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
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10.

11.

12.

13.

14.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan
arah bagi Pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan
penetapan APBD.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Tarakan.

. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Tarakan.

Walikota adalah Walikota Tarakan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Walikota.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang.

. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran, dan
arah kebijakan dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan
RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar
penyusunan APBD.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih. -

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
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Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan
dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta
tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan
tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial.

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2020,

meliputi kebijakan terhadap pengelolaan:
a. Pendapatan Daerah;

b. Belanja Daerah;

c. Pembiayaan Daerah; dan

d. Hal Khusus Lainnya.

(2) Uraian Pedoman Penyusunan APBD Kota Tarakan Tahun Anggaran 2020

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.




Pasal 3
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 9 September 2019

WALIKOTA TARAKA

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 9 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 258




LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2020

1. PENDAPATAN DAERAH

1.

Penetapan usulan target PAD Tahun Anggaran 2020 oleh setiap
SKPD harus dilakukan secara rasional, realistis atau berdasarkan
hasil kajian dan perhitungan potensi serta memperhatikan
ketentuan dalam Perda yang berlaku.

. Dalam upaya Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi,

SKPD dapat meninjau kembali tarif Pajak Daerah dan Retribusi yang
telah diatur dalam Perda tentang Pajak Daerah dan Perda tentang
Retribusi apabila dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi
terkini atas besaran tarif Pajak Daerah dan Retribusi dimaksud.

. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan PAD, setiap SKPD

diwajibkan membuat Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Form RKA-SKPD 1) sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya menekan rasio tunggakan serta pencapaian target
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, kepada seluruh SKPD wajib
mensyaratkan bukti lunas PBB terhadap setiap pelayanan perizinan
sesuai Surat Walikota Tarakan Nomor : 900/ 1277 /DPPKA tanggal 28
Agustus 2013 tentang Intensifikasi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan.

. Untuk meningkatkan PAD, bagi SKPD yang memiliki atau sedang

menyusun Standar Operasional Prosedur di bidang perizinan,
dipersyaratkan klausul bukti lunas pembayaran Pajak Daerah
dan/atau Retribusi.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi harus berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Tarakan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota
Tarakan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum,
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.




7. SKPD dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain
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berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

. Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan
untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan,
penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan
pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan
diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 Retribusi
Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim

kepada BPJS yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerja pada SKPD
yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah,
obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan
Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah
yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun
Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek
Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN
pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden
Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah
Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ
tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari
daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota
lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum
maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima
bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat umum dimaksud diterima setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan
daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
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Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan
bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah
harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau
informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang
dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama

antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden

mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 ditetapkan atau
sebelum informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran

2020 dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan,

penganggaran DAK langsung dituangkan dalam rancangan peraturan

daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran

2020 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun

Anggaran 2020 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan

setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020

ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020

dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya

dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah

yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan atas denda Pajak Daerah dan Retribusi dianggarkan

pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang

Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode

rekening berkenaan.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam

Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:

a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c. hasil kerja sama daerah;

d. jasa giro;

e. hasil pengelolaan dana bergulir;

f. pendapatan bunga;

g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;




i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;
pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
pendapatan denda pajak daerah;
Pendapatan denda retribusi daerah;

. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
pendapatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD; dan
pendapatan lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

15. Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang

diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020,
dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
akun pendapatan dan diuraikan ke dalam jenis, obyek pendapatan
dan rincian obyek pendapatan sesuai dengan kode rekening
berkenaan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS
tersebut diterima setelah peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang
APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota
harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan
terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019
termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang
diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah
ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD
Provinsi Tahun Anggaran 2020 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak
disetor kepada RKUD Provinsi.
Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa Dana
BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum
disalurkan pada Tahun Anggaran 2019 ke rekening satuan
Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar
diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.
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2. BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi
kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan
standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan
harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.




Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait
dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman
pada standar harga satuan regional.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan kegiatan, yang
bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program
dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta
memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari
program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak
ukur dan target kinerjanya.

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD, gaji bulan
ketiga belas agar mengacu pada database SIMDA Gaji yang ada di
masing-masing Perangkat Daerah, untuk mengantisipasi adanya
kenaikan gaji dan tunjangan PNS maka acress ditetapkan sebesar
2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji
pokok dan tunjangan serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan
hari raya serta dialokasikan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
anggaran.

2. Penganggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNSD mengacu pada
Peraturan Walikota Tarakan Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Kinerja Kepada
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota Tarakan beserta segala perubahannya dan sesuai
kemampuan keuangan daerah.

3. Penganggaran gaji dan tunjangan untuk PNS yang dipekerjakan
dialokasikan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kota Tarakan.

4. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

5. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi
Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan
perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur
perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya.

6. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang
menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
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Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan
dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang
berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru
PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK
Non Fisik dianggarkan dalam APBD Kota pada kelompok Belanja
Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan,
dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan
dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian
hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor
11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah beserta segala perubahannya.
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD Tahun Anggaran 2020 kepada perusahaan/lembaga tertentu
yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk
penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service
Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya
terjangkau oleh ~masyarakat yang daya belinya terbatas.
Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut
menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan
menyangkut hajat hidup orang banyak.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima
subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus
terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
Audit tersebut dilakukan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil audit dimaksud
merupakan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi
sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah.
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Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada
BUMD apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah mengenai
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta
Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD
penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah
kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan
tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang
mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara
penuh (full cost recovery) dan setelah mendapat persetujuan dari
dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi
untuk menutup kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada
BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada
perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan
publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban
Pelayanan Umum (Public Service Obligation). Belanja Subsidi tersebut
hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga
jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya
belinya terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi
tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar
dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2020, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus
terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011.

Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada
BUMD  penyelenggara  SPAM  dengan  berpedoman  pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016
tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah
Kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum.

Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan
tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata
tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery)
dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas,
Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup
kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

Penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi
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Pengajuan, Penyaluran  dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan

Tertib ~ Administrasi  Pengajuan, Penyaluran dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan

kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat tersebut, meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan
pelayanan publik.

d. Keperluan mendesak tersebut, meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.

B. BELANJA LANGSUNG

1.

Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan
wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam
bentuk program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Kota
Tarakan 2019-2024 dan RKPD Kota Tarakan 2020 yang manfaat
capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan
Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi RPJMD Kota Tarakan 2019-2024,
Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah, dalam rangka penerapan konsistensi
perencanaan dan penganggaran setiap belanja langsung SKPD
diwajibkan memperhatikan dokumen perencanaan, yang meliputi
kesesuaian :

antara RENSTRA SKPD dengan RPJMD;

antara RKPD dengan RPJMD;

antara RENJA SKPD dengan RKPD;

antara RKPD, KUA dan PPAS, RKA-SKPD dan RAPBD; dan
kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan
indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

oo o




. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan
mempedomani SPM yang telah ditetapkan, dan standar satuan harga.
Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan
digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.
Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agar
mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro
dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip
efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas
kemampuan teknis.
. Kode dan Kklasifikasi urusan pemerintahan daerah dan organisasi,
kode akun, kode rekening, hendaknya mengacu pada Pasal 77
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan
asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan
dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut,
pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya
didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN
dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap
efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud, yang besarannya
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

. Melakukan Sinkronisasi dan Pengendalian terhadap Kode Program

dan Kegiatan, Jenis Belanja, Obyek Belanja dan rincian obyek

belanja sesuai dengan peruntukannya antara lain :

a. Belanja gaji/upah untuk Non PNSD dianggarkan pada Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah, Satpol PP dan PMK, Dinas Perhubungan dan Rumah
Sakit Umum Kota Tarakan kegiatan Pendukung Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan, rekening Belanja Barang dan Jasa
dengan kode rekening 5.2.2.03.12;

b. Semua Honorarium kegiatan termasuk honor tim pelaksana
kegiatan, operator, jasa pihak ketiga, dan narasumber/tenaga
ahli yang diterima oleh PNSD/non PNSD diluar lingkungan
Pemerintah Kota Tarakan maupun yang diterima oleh masyarakat
dianggarkan pada rekening Belanja Barang dan Jasa, kecuali
honorarium kegiatan pengadaan aset tetap pada rekening belanja
modal.

. Belanja Operasional Pendidikan (BOP) hanya dapat dipergunakan

pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sesuai Peraturan

Walikota Tarakan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Operasional Pendidikan Bagi Satuan Pendidikan Yang

Diselenggarakan Pemerintah Daerah beserta segala perubahannya.

. Belanja Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dikelompokkan

menjadi 3 (tiga) jenis belanja, yaitu :

a. Belanja Pegawai BOSNAS;

b. Belanja Barang dan Jasa BOSNAS;

c. Belanja Modal BOSNAS;

dengan proporsi disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan.
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Belanja Langsung yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis belanja, yaitu :
a. Belanja Barang dan Jasa JKN;
b. Belanja Modal JKN.
Belanja modal berisi biaya perolehan suatu aset tetap yang terdiri
dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan
setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, biaya
pengiriman, biaya simpan, biaya bongkar muat, biaya pemasangan,
biaya professional, biaya konstruksi, biaya pengukuran, biaya
perolehan hak, biaya pematangan, biaya pengurusan IMB, notaris,
pajak, perencanaan, pengawasan dan konsultan teknis.
Biaya administrasi dan umum yang dapat diatribusikan adalah biaya
administrasi dan umum yang secara langsung berhubungan dengan
kegiatan perolehan aset tetap atau yang dikeluarkan untuk
memperoleh dan mempersiapkan sampai aset tetap tersebut siap
digunakan dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tetap. Biaya-
biaya tersebut meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), honorarium pejabat
pengadaan/pokja pemilihan, honorarium pejabat/panitia penerima
hasil pekerjaan, biaya dokumen/administrasi tender, biaya jasa
pengumuman lelang/pemenang lelang, biaya ATK, biaya cetak, biaya
perangko, materai dan benda pos lainnya, biaya penggandaan, biaya
makan minum, biaya perjalanan dinas dan biaya sejenisnya dalam
kegiatan perolehan aset tetap, sehingga biaya-biaya tersebut
dianggarkan pada belanja modal aset yang bersangkutan.
Suatu penganggaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja
modal, yang kemudian akan menjadi aset tetap jika memenuhi
seluruh kriteria sebagai berikut :
a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dengan batas

minimal nilai kapitalisasi aset sebagai berikut:

1) Peralatan dan mesin sebesar sama dengan Rp 500.000,00 ke

atas;
2) Aset tetap lainnya seperti Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahraga, Hewan /Ternak dan

Tumbuhan sama dengan sebesar Rp 200.000,00 ke atas;
3) Aset tetap lainnya seperti buku-buku perpustakaan, dan aset
tetap lainnya sama dengan sebesar Rp 100.000,00 ke atas; dan
4) bangunan gedung dan bangunan monumen sebesar sama
dengan Rp10.000.000,00 ke atas.
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual/dihibahkan kepada pihak lain;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan
atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah,
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan
mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun
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2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang
hibah dan bantuan sosial.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud
dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh
belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa
sampai siap diserahkan.

Setiap penganggaran belanja barang milik daerah agar mengacu pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan yang
telah diinput ke Database Bidang Pengelola Aset BPKAD sebagai
bahan pertimbangan TAPD sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standarisasi
sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah.

Penganggaran belanja pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau
kuasa pengguna barang agar mengacu pada Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah (RKBMD) Pemeliharaan, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Belanja pemeliharaan yang akan dianggarkan ke dalam belanja
modal jika dapat memperpanjang masa manfaat atau yang
kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan
datang dalam bentuk kapasitas/volume, mutu produksi, atau
peningkatan efisiensi, standar kinerja serta nilai rupiah pengeluaran
belanja atas pemeliharaan barang/aset tersebut material/melebihi
batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Yang tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa
manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam
bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi,
peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja
adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan
pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya
untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi
baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau
mempercantik suatu aset tetap.

SKPD tidak diperkenankan menganggarkan belanja modal pengadaan
peralatan dan mesin, kecuali yang bersumber dari dana APBN yang
telah melalui verifikasi oleh tim dari Kementerian/Lembaga atau atas
Surat Persetujuan Kepala Daerah apabila telah diusulkan pada
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan.
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Dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja, penganggaran pada

setiap program/kegiatan harus memiliki daya ungkit terhadap

pencapaian target kinerja. Oleh karena itu form RKA 2.2.1 wajib terisi
lengkap yang meliputi :

a. Indikator (capaian program, masukan, keluaran dan hasil);

b. Tolak ukur kinerja; dan

c. Target Kinerja.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam kegiatan hanya

diperbolehkan sebanyak maksimal 2 (dua) kali perjalanan (2 orang),

kecuali yang output kegiatannya sebagian besar diperoleh dari hasil
koordinasi. Pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan

Walikota Tarakan tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi

Walikota/Wakil Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS Dan CPNS

di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Terhadap sisa anggaran kegiatan yang output kegiatannya telah

tercapai tidak dapat dilakukan pergeseran ke rekening belanja

perjalanan dinas, kecuali untuk menambah output dari kegiatan
tersebut.

Penganggaran belanja pagu program dan kegiatan pada setiap SKPD

disesuaikan dengan penetapan rencana target penerimaan Tahun

Angaran 2020. Terkait dengan belanja listrik, telpon, air

dianggarkan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penganggaran untuk Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan

Bahan Bakar Minyak hanya diperkenankan untuk kendaraan yang

bersifat operasional.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan

penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS

Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical

check up, kepada:

a. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua
anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada
SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

b. Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional
terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud

dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah

Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi

atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek

pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum,

khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil
Wali Kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang
diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
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d. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan
fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan
tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara
lumpsum.

e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarannya harus

rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi

lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan

oleh Walikota dengan memperhatikan aspek transparansi,
akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta
rasionalitas.

Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas

tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan

perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan peraturan Walikota.

Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, perjalanan dinas

dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, dibatasi dalam hal

frekuensi, jumlah harinya maksimal 4 (empat) hari dan dilaksanakan
berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost).

Untuk penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas

Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun

2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi

Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Walikota

Tarakan tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Walikota/Wakil

Walikota, Pimpinan/Anggota DPRD, PNS dan CPNS di Lingkungan

Pemerintah Kota Tarakan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, perjalanan dinas

dalam negeri dan luar negeri dialokasikan pada program Pelayanan

Administrasi Perkantoran kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

dan untuk kegiatan perjalanan dinas bimtek teknis, seluruhnya

dikelompokan pada satu program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur dengan uraian yang sudah direncanakan atau

terperinci, kecuali untuk kegiatan yang output kegiatannya sebagian

besar diperoleh dari hasil koordinasi.

Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan

non ASN diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara

penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan
perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah,
yang besarannya mengacu pada Harga Satuan Umum (HSU)

Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2020.

Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis

atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

a. pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;

b. pimpinan dan anggota DPRD; serta

c. unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah

provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan

dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
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seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah
provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan
secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas
penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber,
kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang
akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan

dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,

seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan
fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah
tersedia milik pemerintah daerah.

Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor tidak dibenarkan pada masing-

masing kegiatan tetapi dialokasikan menjadi satu pada program

administrasi perkantoran pada kegiatan penyediaan alat tulis kantor
dengan rincian disesuaikan pada kegiatan bersangkutan, kecuali
biaya Alat Tulis Kantor yang diatribusikan secara langsung pada Aset

Tetap kegiatan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada angka 12

dan/atau yang terkait dengan Pelayanan Masyarakat.

Selanjutnya dalam penyusunan RKA perlu memperhatikan :

a. Jika SKPD menggunakan tenaga cleaning service outsourching
yang dipihakketigakan, maka tidak dibenarkan menganggarkan
alat-alat kebersihan; dan

b. Perayaan Hari-hari Besar Nasional dan Perayaan Hari-hari Besar
Islam dilaksanakan satu pintu pada Sekretariat Daerah Kota
Tarakan.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian

hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan
atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis

Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

Penganggaran belanja barang persediaan disesuaikan dengan

kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan

sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019.

Tidak diperkenankan untuk menambah tenaga kontrak atau

sejenisnya, kecuali atas surat persetujuan Kepala Daerah.

Dilarang menganggarkan kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis

belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja

honorarium ASN dan/atau Non ASN.

3. PEMBIAYAAN DAERAH

A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1.

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang
cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi
anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari
kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang
tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang
direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada
obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.




2. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada
akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis
penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana
bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat
penerima.

B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

1. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat
menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam
bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada
akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis
investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek
dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat
melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan,
Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

2. Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah
Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut
dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional,
dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, penyusunan analisis investasi yang dilakukan oleh
penasehat investasi yang independen dan profesional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi
Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan wusaha milik
negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan
peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal
dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya,
tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah
tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud,
Pemerintah Daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang
penyertaan modal tersebut.

3. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau
melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga
BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat
melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna
menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia
dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerahyang merupakan
pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada
BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51%
(lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal
339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.




Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu
persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama S (lima)
tahun sebagaimana amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kegiatan
dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, dan
pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2012.

Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan
pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan
kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya
kewajiban dimaksud.

Jumlah pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran
sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang

penggunaannya  diprioritaskan  untuk mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan
untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Perda tentang
pembentukan Dana Cadangan dan Perda tersebut ditetapkan
sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas
rancangan Perda tentang APBD.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah
kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang
penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam
rekening kas umum daerah.

Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio
yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana
maksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

C. SISA LEBIH PEMBIAYAAN (SILPA) TAHUN BERJALAN

1.

2.

Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)
Tahun Anggaran 2020 bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif,
Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan
program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program
dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran
pembiayaan.

. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif,
Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan
pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah,
pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
pengurangan volume program dan kegiatannya.




4. HAL KHUSUS LAINNYA

1.

Prioritas anggaran SKPD diutamakan kepada biaya operasional
kantor, kegiatan yang bersifat wajib dan kegiatan yang telah terjadi
perikatan hukum, kecuali melalui verifikasi TAPD dan disetujui oleh
Walikota.

. Terhadap urusan pemerintahan konkuren:

a. pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional,;
c. penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dan
keamanan hasil perikanan;
tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2020, sepanjang
belum dianggarkan dalam APBN.
Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan,
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai
amanat peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah
Daerah  secara  konsisten dan  berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh per
seratus) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171
ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009
menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih
dari 10% (sepuluh per seratus) agar tidak menurunkan jumlah
alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan
agar dilaksanakan secara bertahap.

. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS Tahun

Anggaran 2020, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa
dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi
penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan
program wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD,
penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan.

Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 yang
dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBD
Provinsi Tahun Anggaran 2020 bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan Satuan
Pendidikan Dasar Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat
dalam bentuk hibah.

Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (BOP PAUD) yang bersumber dari DAK pada Tahun Anggaran
2020 bagi PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Kota dianggarkan
pada APBD Kota Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk program dan
kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh
masyarakat/swasta dianggarkan pada APBD Kota Tahun Anggaran
2020 dalam bentuk belanja hibah.

. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC),

Pemerintah Daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah
dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan
kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan
iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 101




Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan

Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

Jaminan Kesehatan, yang dianggarkan dalam bentuk program dan

kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi

pelayanan kesehatan.

. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah

Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada

pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling

menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:

a. daerah lain;

b. pihak ketiga; dan/atau

c. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa

daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara

lebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan

program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah dengan

mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang

Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama, maka

masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD

dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan

mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah

daerah.

. Dalam hal terdapat sisa DAK Fisik, Pemerintah Daerah

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum

tercapai, yaitu:

1)untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,
digunakan dalam rangka pencapaian output dengan
menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya
belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020
setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK-RI) dengan pemberitahuan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan
daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerahyang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020; atau

2)untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik
pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah
dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan,
dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan
pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya
dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi
Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020.




b. DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya telah
tercapai, yaitu:

1) untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,
digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK Fisik pada
bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu sesuai
kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun
anggaran berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam
LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020; atau

2) untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK
Fisik pada bidang/subbidang yang sama dan/atau tertentu
sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis
tahun anggaran berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan
DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

10. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik,

11.

dianggarkan kembali pada bidang/subbidang DAK Nonfisik yang
sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan masih
terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA,
dianggarkan kembali pada bidang/subbidang DAK Nonfisik yang
sama dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan
daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau
ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima
persen) dari alokasi DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang
yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik
sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor
123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, dengan rincian penggunaan
mengacu ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123
Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2018 dan petunjuk operasional yang ditetapkan oleh
Kementerian/Lembaga terkait.



12,

13.

14.

15.

Pendapatan atas pengembalian DAK Nonfisik yang merupakan
koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis Lain-lain PAD Yang
Sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan
sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk
pengeluaran yang didanai DAK  Nonfisik pada tahun
dikembalikannya dana tersebut.
Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan badan
usaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang
Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama
Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur di Daerah.
Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran
Ketersediaan Layanan (Availability Payment), agar menyediakan
anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016.
Dalam hal pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan badan
usaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran
Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di daerah.
Bagi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran
Ketersediaan Layanan (Availability Payment), agar menyediakan
anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yang
diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada
kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan
rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan, dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka
Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU)
Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Pendanaan keadaan darurat untuk kebutuhan tanggap darurat
bencana, penghentian konflik dan rekonsiliasi pascakonflik,
dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan
langsung pada Belanja Tidak Terduga. Tata cara pelaksanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan
kebutuhan tanggap darurat bencana, penghentian konflik dan
rekonsiliasi pascakonflik, dan/atau kejadian luar biasa dimaksud,
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. setelah penetapan status oleh kepala daerah, kepala SKPD yang
secara fungsional terkait mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja
(RKB) kepada PPKD selaku BUD;

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud
kepada Kepala SKPD yang secara fungsional terkait paling lambat
1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. pencairan dana kebutuhan belanja dimaksud dilakukan dengan
mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran
SKPD yang secara fungsional terkait;

d. penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud dicatat pada
Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada
SKPD yang secara fungsional terkait;




e. kepala SKPD yang secara fungsional terkait bertanggungjawab
secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan
belanja dimaksud yang dikelolanya; dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja
dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD yang secara fungsional
terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan
tanggungjawab belanja.

g. Berkaitan dengan itu, Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan
percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai
penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan
pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah.

16. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat

17.

18.

bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau pemberian

bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana

alam/non alam dan/atau bencana sosial dapat memanfaatkan saldo
anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun
anggaran sebelumnya, melakukan penggeseran Belanja Tidak

Terduga dan/atau melakukan penjadwalan ulang atas program dan

kegiatan yang kurang mendesak, dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

a. Penyediaan anggaran antara lain mobilisasi tenaga medis dan
obat-obatan, penyediaan  logistik/sandang dan  pangan
diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait
dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;

b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda
bencana alam/non alam, bencana sosial dianggarkan pada belanja
bantuan keuangan; dan

c. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih
Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan
melakukan penggeseran belanja tidak terduga untuk bantuan
penanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukan
kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

Penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf

b dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran

2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk

selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan

APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020.

Larangan Pemerintah Daerah dalam perubahan APBD Tahun

Anggaran 2020 untuk menganggarkan kegiatan dan belanja bantuan

keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota

dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan
pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus
tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2020.

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak

ketiga terkait dengan:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran
2019 sesuai peraturan perundang-undangan; atau




19.

20.

21.

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap (inkrachi);
maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara
penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran
2020 untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020.
Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan
olahraga di daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran
dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugas dan fungsi
pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada
badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6
Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga di Daerah.
Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidak
dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk
organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional
yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan
Olahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan
pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi
cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional
adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan
dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas
kemahiran berolahraga.
Sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk
masyarakat, maka berkenaan dengan upaya peningkatan
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, perlu
dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada
Pemerintah Daerah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018
tentang Starategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Surat Edaran
910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017. Untuk
kelancaran implementasi transaksi non tunai dimaksud Pemerintah
Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan
kegiatan terkait dengan implementasi transaksi non tunai.
Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan
pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020, untuk:




a. Pemenuhan kompetensi pemerintahan pegawai ASN melalui
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala
Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas
serta digunakan untuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
(Diklatpim) tingkat II, III dan IV yang terintegrasi dengan
Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat Pasal 233 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

b. Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif
pemerintahan dalam negeri sebagaimana amanat Pasal 6
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
termasuk pendidikan dan pelatihan pembentukan (pendidikan
dasar) dan penjenjangan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan
Daerah (P2UPD), diklat teknis Dukcapil, diklat teknis Pemadam
Kebakaran, barang dan jasa, dan lain-lain.

c. Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka
sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun
2017 tentang Kompetensi Pemerintahan serta Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis
Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan

anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka

pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
dimaksud, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari
total belanja daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, yang
dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani
pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia (BPSDM) atau Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten/Kota

atau sebutan lain. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD

tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang
telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja
daerah bagi pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak
diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran
pendidikan dan pelatihan dimaksud. Selanjutnya, orientasi dan
pendalaman tugas anggota DPRD mempedomani Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan

Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun

2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota.




| 22. Sebagai upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

i (SDM) bagi aparatur pemerintah  kota, Pemerintah Daerah dapat

| mengalokasikan anggaran dalam APBD melalui program tugas

| belajar (TB) atau pemberian izin belajar (IB) sesuai dengan peraturan

‘ perundang-undangan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan
SDM paratur Pemerintah Daerah yang kompeten dibidang
kepamongprajaan yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan
sebagai abdi negara dengan karakteristik khusus, memiliki keahlian
dan keterampilan teknis penyelenggaraan pemerintahan, memiliki
kepribadian dan keahlian kepemimpinan kepamongprajaan, dan
berwawasan nusantara, berkode etik, serta berlandaskan pada
Bhinneka Tunggal lka, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan
program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas
SDM dimaksud.

WALIKQTA TARAKAN,
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